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ABSTRAK

Setiap Warga Negara Indonesia berhak mendapatkan hak-haknya. Termasuk
ketika seseorang diputuskan bersalah oleh Masjelis hakim dan harus menjalankan
hukumannya di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Seseorang tersebut disebut
narapidana. Dalam hal ini, Pemenuhan Hak-hak Narapidana dirumuskan dalam Pasal
14 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam
pasal 14 ayat(1) tersebut terdiri dari 13 hak yang berhak narapidana dapatkan ketika di
dalam Lapas. Pemenuhan hak-hak tersebut haruslah berlandaskan asas persamaan di
hadapan hukum. Persamaan dihadapan hukum diartikan sebagai perlakuan  dan
pelayanan yang sama kepada Warga Binaan Pemasyarakatan tanpa memandang status
sosial, ekonomi, agama, maupun ras.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research) yaitu melakukan
wawancara langsung kepada Warga Binaan Pemasyarakatan dan menyebar kuesioner
yang berisikan pemenuhan-pemenuhan hak narapidana yang berdasarkan asas
persamaan di hadapan hukum serta melakukan wawancara terhadap petugas atau
pegawai di Lembaga Pemasyarakatan tersebut. Adapun Objek dari penelitian adalah
Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta. Berdasakan tersebut, maka
dirumuskan pokok permasalahan yakni bagaimana penerapan asas persamaan di
hadapan hukum di Lapas Klas II A Yogyakarta dan apakah hak-hak narapidana sudah
terpenuhi berdasarkan UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Setelah dilakukan pembahasan dan penganalisaan, maka dapat disimpulkan
bahwa Lapas Klas II A Yogyakarta sudah berusaha menerapkan asas persamaan di
hadapan hukum meskipun terjadi hambatan dan dalam pemenuhan hak-hak
narapidana, Lapas mengikuti tata cara pemenuhan hak-hak narapidana tersebut sesuai
dengan Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara
Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai contoh  masih ada hak warga
binaan pemasyarakatan untuk mendapatkan asimilasi belum terpenuhi. Berdasarkan
hasil wawancara terhadap warga binaan pemasyarakatan oleh petugas seperti adanya
perbedaan kedekatan yang dilakukan petugas.

Kata Kunci : Narapidana, Warga Binaan Pemasyarakatan, Asas Persamaan di

Hadapan Hukum
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan suatu lembaga yang

berfungsi untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik

pemasyarakatan. Lapas merupakan salah satu wadah untuk melaksanakan

hukum pidana. Dalam hal ini yang dimaksud pembinaan narapidana adalah

para narapidana (napi) yang ada didalam lapas tersebut dibina dengan maksud

menjadi orang yang lebih baik lagi agar ketika para napi keluar dari lapas atau

ketika para narapidana sudah bebas dari tuntutan yang dijalaninya mereka

menjadi pribadi yang bersih. Dalam hal ini narapidana adalah orang hukuman

(orang yang sedang menjalani hukuman pidana)1. Dari pengertian tersebut

dapat disimpulkan bahwa narapidana merupakan orang yang karena suatu hal

tidak dapat mengendalikan nafsunya, akal, dan pikirannya sehingga

menyebabkan timbul suatu norma hukum atau prilaku hukum yang

mengakibatkan ada akibat dari prilaku yang dilakukan.

Pidana penjara merupakan pidana untuk menghilangkan

kemerdekaan. Seorang narapidana telah diatur dalam “gestichtenreglement” 2

1 Departemen Pendidikan dam Kebudayaan, Kamus Umum Bahasa Indonesia,
(Jakarta:Balai Pustaka, 1988), hlm. 608.

2 Gestichtenreglement (Stbl.1917 No.708 dengan perubahan-perubahannya) itu masih
berlaku berdasarkan atas pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar Repulik Indonesia
(dimuat dalam Berita Repulik Indonesia No.7 Tahun II) dan Pasal I Peraturan Presiden Republik
Indonesia No.2 tanggal 10 Oktober 1945 (dimuat dalam Berita Republik  Indonesia No.1 tahun I);
dalam Peraturan ini antara lain tersebut bahwa aturan-aturan yang ada sampai berdirinya Negara
Republik Indonesia  pada tanggal 17 Agustus 1945 selama belum diadakan yang baru menurut
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(Reglemen Penjara) Stbl.1917-708 sebagai pelaksanaan dari pasal 29 Kitab

Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah merupakan jenis pidana yang

terpenting dimana pemunculan jenis pidana ini telah terbentuk menjadi

rumusan pasal, tidak semudah yang dibayangkan orang selama ini 3.

Pidana penjara merupakan sanksi pidana yang paling banyak

ditetapkan dalam perundang-undangan pidana selama ini4. Pemidanaan atau

penjatuhan pidana terhadap seseorang terbukti melakukan tindak pidana

bukanlah semata-mata bertujuan untuk pembalasan terhadap perbuatan yang

dilakukannya, membuat jera si pelaku ataupun menakuti orang lain agar tidak

melakukan hal yang sama. Tujuan yang lebih penting dari pemidanaan

tersebut ialah menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan

mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna serta

taat kepada aturan hukum yang ada di Indonesia ini.

Dalam Pasal 2 UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

menyatakan bahwa :

“Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk
Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya,
menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengurangi tindak
pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat,
dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar
sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.5

Undang-undang Dasar masih berlaku asal saja tidak bertentangan  dengan Undang-undangan
Dasar tersebut.

3 Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, (Bandung:Alumni, 1992), hlm. 92.

4 Barda Nawawi, Kebijakan Legeslatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan
Pidana Penjara, (Semarang: Genta Publishing, 2010), hlm 71.

`
5 UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
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Selain itu tujuan penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan adalah

pembentukan warga binaan menjadi manusia seutuhnya, menyadari

kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana, kembali

kemasyarakat, aktif dalam pembangunan, hidup wajar sebagai warga negara

dan bertanggungjawab. Sedangkan fungsinya menjadikan warga binaan

menyatu (integral) dengan sehat dalam masyarakat serta dapat berperan bebas

dan bertanggungjawab. Maksud dari manusia seutuhnya ditafsirkan

narapidana atau anak pidana sebagai sosok manusia yang diarahkan ke

fitrahnya untuk menjalin hubungan dengan Tuhan, pribadi serta lingkungan.

Sedangkan tafsir terintegrasi secara sehat di jelaskan sebagai

pemulihan hubungan Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat.

Sistem pemasyarakatan yang dianut oleh Indonesia, diatur dalam UU No.12

Tahun1995, hal ini merupakan pelaksanaan dari pidana penjara, yang

merupakan perubahan ide secara yuridis filosofis dari sistem kepenjaraan

menjadi ke sistem pemasyarakatan.

Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas

dendam dan penjeraan yang disertai dengan lembaga “rumah penjara” secara

berangsung-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak

sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar warga binaan

pemasyarakatan menyadari kesalahannya tidak lagi berkehendak untuk

melakukan tindak pidana dan kembali menajadi warga masyarakat yang

bertanggungjawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.
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Dewasa ini dalam pembinaan Lembaga Pemasyarakatan tersebut

perlu diketahui bahwa  narapidana atau warga binaan pemasyarakatan yang

ada di lembaga pemasyarakatan tersebut memiliki hak-hak sesuai dengan UU

No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Namun disayangkan tidak semua

warga binaan pemasyarakatan memiliki hak yang sama. Dalam asas

persamaan di hadapan hukum disebutkan bahwa semua orang di hadapan

hukum sama tanpa memandang status sosial orang tersebut.

Dalam hal ini, narapidana di dalam lapas itu sendiri memiliki hak

yang berhak mereka dapatkan diantaranya :

a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;

b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;

c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;

d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;

e. menyampaikan keluhan;

f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya

yang tidak dilarang;

g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;

h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu

lainnya;

i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);

j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi

keluarga;

k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
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l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan

m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.6

Berdasarkan diatas, dapat penulis paparkan bahwasannya narapidana

atau warga binaan pemasyarakatan berhak mendapatkan haknya tanpa adanya

diskriminasi antara warga binaan pemasyarakatan lainnya dalam

pemenuhannya.

Dijelaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara yang

berdasarkan atas hukum. Undang-undang Dasar 1945 menetapkan bahwa

Negara Republik Indonesia itu suatu negara hukum (rechstsaat) dibuktikan

dari Ketentuan dalam pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan Undang-

undang Dasar 1945.

Untuk menjamin terselenggaranya hak-hak tersebut, selain diadakan

Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang secara langsung melaksanakan

pembinaan, diadakan pula Balai Pertimbangan Pemasyarakatan yang memberi

saran dan pertimbangan kepada menteri mengenai pelaksanaan sistem

pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan yang  memberi saran

mengenai program pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di setiap Unit

Pelaksana Teknis dan berbagai sarana penunjang lainnya.7

Dalam Amandemen Undang-undang Dasar 1945, teori persamaan di
hadapan hukum termasuk dalam Pasal 27 ayat ( 1 ) yang menyatakan bahwa :
“Segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan

6 UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

7 Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, (Bandung: Refika
Aditama, 2006), hlm 104.
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pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan
tidak ada kecualinya”8.

Ini merupakan pengakuan dan jaminan hak kesamaan semua warga

negara dalam hukum dan pemerintahan. Pelaksanaan pembinaan warga

binaan pemasyarakatan oleh Lembaga Pemasyarakatan diatur dalam Undang-

Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menganut asas

persamaan perlakuan dan pelayanan yang dalam penjelasannya asas tersebut

memiliki arti yaitu pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada

Warga Binaan Pemasyarakatan tanpa membeda-bedakan orang sebagai asas

secara khusus, hanya saja saat ini sering terjadi perlakuan-perlakuan khusus

yang diberikan kepada narapidana dari golongan atas khususnya para pejabat

pemerintah seperti pemberian fasilitas yang tidak diberikan pada narapidana

lain yang berasal dari golongan bawah.

Hukum yang seharusnya bersifat netral bagi narapidana, seringkali

bersifat diskriminatif , memihak kepada yang kuat dan berkuasa. Sehingga

menimbulkan permasalahaan di lembaga pemasyarakatan tersebut.

Dalam hal ini, objek penelitian yang penulis ambil adalah Lembaga

Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta merupakan Lapas yang memiliki

jumlah penghuni lebih banyak dibandingkan Lembaga Pemasyarakatan

lainnya di Daerah Istimewah Yogyakarta yakni sebanyak 374 orang. Dengan

banyaknya penghuni tersebut di khawatirkan terjadi tidak meratanya atau

8 Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan Perubahannya, Permata Press,
hlm 26.
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tidak adilnya pemenuhan hak-hak narapidana yang ada di lapas antara satu

narapidana dengan narapidana lainnya.

Berdasarkan pemaparan diatas  penyusun tertarik untuk mengetahui

lebih kanjut mengenai pemenuhan hak-hak narapidana yang berdasarkan asas

persamaan di hadapan hukum. Maka dengan demikian, penyusun mengajukan

sebuah penulisan hukum yang berjudul “Pemenuhan Hak-hak Narapidana

Berdasrkan Asas Persamaan di Hadapan Hukum Studi Kasus Lembaga

Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan Asas Persamaan di Hadapan Hukum dalam

pemenuhan hak-hak narapidana yang ada di Lapas Klas II A Yogyakarta?

2. Apakah hak-hak narapidana yang ada di Lapas Klas II A Yogyakarta telah

terpenuhi  sesuai UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ?

C. Tujuan

Adapun tujuan penelitian ini ialah

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk penerapan asas persamaan di hadapan

hukum Lapas Klas II A Yogyakarta

2. Untuk mengetahui apakah semua narapidana yang ada di Lapas Klas II A

Yogyakarta hak-haknya terpenuhi sesuai UU No 12 Tahun 1995 tentang

Pemasyarakatan
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D. Manfaat

Manfaat dari Hasil penelitian ini diharapkan, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

a. Berguna untuk pengembangan Ilmu Hukum khususnya mengenai

pemenuhan hak narapidana yang berdasarkan asas persamaan di hadapan

hukum

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dapat memberikan

konstribusi pemikiran atau informasi awal bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Lembaga

Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta agar dalam pemenuhan hak-hak

narapida berdasarkan asas persamaan di hadapan hukum

b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua orang.

E. Tinjauan Pustaka

Setelah melakukan penelusuran mengenai pembahasan yang akan di

bahas, penulis menemukan beberapa perbedaan penelitian yang penulis ambil

dengan yang lainnya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Pemenuhan

Hak-hak Narapidana Berdasarkan Asas Persamaan di Hadapan Hukum

(Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta)

Skripsi Heningtias Gahas Rukmana yang berjudul “Hak-hak

Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta”

menjelaskan bahwa dengan terpenuhinya hak-hak wanita maka sistem
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pelaksanaan pemenuhan hak-hak wanita bisa berjalan dengan baik . Sehingga

bentuk-bentuk diskriminasi  penekanan pemerasan dan perlakuan buruk tidak

akan terjadi di kehidupan lapas.9 Skripsi Heningtias tersebut berbeda dengan

penulis yang menitikberatkan kepada pemenuhan hak narapida yang

berdasarkan asas persamaan di hadapan hukum.

Skripsi Lutfiah Azizah yang berjudul “ Hak-hak Narapidana Dalam

Persefektif Hukum Islam (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II A

Yogyakarta) 2006”10 menjelaskan tentang hak-hak narapidana dalam

persefektif hukum Islam dimana pada skripsi ini  banyak menggunakan teori

kedalam hukum islam yang ada. Pada skripsi Lutfiah tersebut berbeda dengan

penulis yang menitikberatkan kepada pemenuhan hak narapidana  yang

berdasarkan asas persamaan di hadapan hukum.

Skripsi Mu’arif yang berjudul “Analisis terhadap Pemenuhan Hak

Pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A  Yogyakarta sebagai Model

Pembinaan bagi Narapidana“11 menjelaskan tentang  pentingnya narapidana

mendapatkan hak pendidikan, dimana pendidikan merupakan elemen dasar

dari hak asasi manusia. Skripsi tersebut berbeda dengan penulis yang

9 Heningtias Gahas Rukmana, “Hak-Hak Narapidana Wanita di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta”, (Skripsi, Fakultas Syariah  dan Hukum Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014).

10 Lutfiah Azizah, “Hak-hak Narapidana dalam Persefektif Hukum Islam”, (Skripsi,
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006).

11 Mu’arif , “Analisis Terhadap Pemenuhan Hak Pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan
Klas II A  Yogyakarta Sebagai Model Pembinaan Bagi Narapidana”, (Skripsi, Fakultas Syariah
dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,2014).
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menitikberatkan kepada pemenuhan hak narapidana yang berdasarkan asas

persamaan di hadapan hukum.

Tesis Agus Suryaman, yang berjudul “Pemenuhan Hak Atas

Pelayanan Perawatan Bagi Narapida dan Tahanan di Lembaga

Pemasyarakatan (Lapas) Wirogunan Yogyakarta12 membahas tentang

pelaksanaan hak-hak narapidana dan tahanan, tujuan utamanya adanya

pemenuhan hak atas pelayanan perawatan bagi narapidana dan tahanan adalah

untuk mengakui dan menjamin terhadap harkat dan martabat manusia, baik

secara individu maupun sebagai anggota masyarakat, pengakuan dan jaminan

terhadap harkat dan martabat tersebut, merupakan HAM baik bersifat nasional

maupun universal atau internasional. Pada tesis tersebut berbeda dengan

penelitian penulis yang memfokuskan pada pemenuhan hak narapidana yang

berdasarkan asas persamaan di hadapan hukum.

Dari telaah pustaka yang pertama hingga yang keempat diatas

membedakan penelitian penulis dengan penelitian yang sebelumnya. Dimana

dalam penelitian diatas lebih menitikberatkan pada satu pemenuhan hak-hak

narapidana saja, sedangkan penelitian penulis lebih menitikberatkan pada

pemenuhan hak-hak narapidana yang berdasarkan UU No 12 Tahun 1995

tentang Pemasyarakatan yang berdasarkan asas persamaan di hadapan hukum.

Dimana dalam pemenuhan hak-hak narapidana tersebut sama antara

12 Agus Suryaman, “Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Perawatan Bagi Narapidana dan
Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Wirogunan Yogyakarta”, (Tesis, Magister Hukum
UGM, 2011).
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narapidana satu dengan lainnya sehingga tidak ada perbedaan dalam

pemenuhan haknya tersebut yang semuanya sama di hadapan hukum.

F. Landasan Teoritik

Suatu penelitian harus disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis,

hal ini disebabkan karena adanya hubungan timbal balik antara teori dengan

kegiatan-kegiatan pengumpulan data, kontruksi data, pengolahan dan analis

data.13 Teori keadilan yang  dikemukakan Jhon Rawls menyatakan bahwa

“keadilan sebagai kesetaraan” yang menyediakan pandangan yang jelas

berbeda dari kaum utililitarian14.

Prinsip-prinsip keadilan diperoleh bukan dengan mengevaluasi

kemanfaatan dari tindakan tindakan (atau kecenderungan tindakan) melainkan

dari pilihan rasional di dalam kondisi yang adil.15

Teori dan konsep persamaan di hadapan hukum seperti yang dianut

oleh Pasal 27 ayat ( 1 ) Amandemen Undang-undang Dasar 1945 tersebut

menjadi dasar perlindungan bagi warga Negara agar diperlakukan sama

dihadapan hukum dan pemerintahan. Dipaparkan juga pada HAM yang

terdapat dalam UHDR (Universal Declaration of Human Rights) pada

13 Sumitro, Ronny Hamitijo, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta:Ghalia
Indonesia,1983),hlm 37.

14 Utilitarian merupakan teori tentang baik buruknya perilaku dan perbuatan bergantung
pada kegunaan  atau keuntungan menjadi prinsip, norma, criteria, dan cita-cita moral

15 Karen Lebacqz, Terjemahan Teori-teori Keadilan, (Nusa Media:Bandung, 1986), hlm
61.



12

katagori civil and political right bahwasannya semua orang sama di hadapan

hukum16.

Persamaan dihadapan hukum atau equality before the law adalah

salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Asas ini menjadi salah satu

sendi doktrin Rule of Law yang juga menyebar pada negara-negara

berkembang seperti Indonesia. Asas persamaan di hadapan hukum ini

merupakan salah satu manifestasi dari Negara hukum (rechtstaat) sehingga

harus adanya perlakuan sama bagi setiap orang di depan hukum ( gelijkheid

van ieder voor de wet).17

Dengan demikian, elemen yang melekat mengandung makna

perlindungan sama di depan hukum (equal justice under the law) dan

mendapatkan keadilan yang sama di depan hukum.

Indonesia sendiri merupakan negara yang berdasarkan atas hukum

(rechtsstaat) bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtsstaat). Hal

tersebut secara garis besar disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ketiga yang

menyatakan : “Negara Indonesia adalah negara hukum”.18 Dalam hal ini,

negara hukum menurut Anglo Saxon berintikan “Rule Of Law” yang

memenuhi dua syarat diantaranya yang pertama Supremacy Before of Law

16 Barda Nawawi, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam
Penanggulangan Kejahatan, (Kencana:Semarang, 2006), hlm 65.

17 Lili Mulyadi, Hukum Acara Pidana,( Citra Aditya Bakti:Jakarta, 2007), hlm 20.

18 Yulias Tiena Masriani, Pengantar Hukum Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006),
hlm 7.
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dimana hukum berkuasa penuh atas negara dan rakyat, kedua Equality Before

The law yang berarti semua orang baik pejabat pemerintah maupun

masyarakat biasa adalah sama menurut pandangan hukum. Unsur ini

merupakan hal yang baik sebab tidak ada rasdikriminasi subjek hukum dalam

hukum. 19

Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau

penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.

Ketidakmampuan aparat penegak hukum, (khususnya pemasyarakatan) dalam

mengupayakan perlindungan, pemenuhan, pemenuhan, penegakan dan

pemajuan hak asasi manusia (khususnya para pelanggar hukum)

mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan kewenangan negara atau terjadinya

pengabaian (by ommision) terhadap hak konstitusional warganegara

sebagaimana yang diatur dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 28 D ayat (1) menyatakan “Setiap orang berhak atas

pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta

pelakuan yang sama di mata hukum”. Pasal 28 I menyatakan :

a. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan

hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui

sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar

hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat

dikurangi dalam keadaan apapun;

19 C.S.T Kansil dan Christine Kansil, Hukum Tata Negara Republik Indonesia,
(Jakarta:Renika Cipta, 2008), hlm 85.
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b. Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas

dasar apapun juga dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap

perlakuan yang bersifat diskriminatif;

c. Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia

adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah;

d. Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan

prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi

manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-

undangan.

Berdasarkan dari prinsip pokok dalam Undang-Undang Dasar 1945

tersebut di atas, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia di dalam pasal 3 ayat (3) menegaskan bahwa “ Setiap orang berhak

atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa

diskriminasi”.

Berkaitan dengan hal tersebut, peranan masyarakat menjadi suatu

kata kunci bagi keberhasilan terlaksananya proses pemasyarakatan. Dengan

konsep berpikir demikian maka dengan pengkondisian masyarakat pun adalah

merupakan tugas yang tidak boleh dikesampingkan oleh sistem

pemasyarakatan. Karena suksesnya sistem ini sangat ditentukan oleh

kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembinaan

narapidana melelui social participation, social support, dan social control.

Pemasyarakatan merupakan salah satu elemen dari sistem peradilan

pidana di Indonesia melalui TAP MPR Nomor X/MPR/1998, yakni
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menciptakan ketertiban umum dan keadilan serta perlindungan terhadap hak

asasi manusia.  Eksistensi pemasyarakatan sebagai instansi penegakan hukum

telah diatur secara tegas di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995

tentang Pemasyarakatan. Dalam pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa:

“Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan

pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang

merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana”.

Sedangkan dalam Pasal 1 butir 2 Bab I Ketentuan Umum Undang

Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang dimaksud

dengan Sistem Pemasyarakatan adalah: Suatu tatanan mengenai arah dan

batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan

Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan

masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar

menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana

sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif

berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga

yang baik dan bertanggungjawab.

Tujuan diselenggarakannya Sistem Pemasyarakatan adalah dalam

rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia

seutuhnya, menyadari kesalahan memperbaiki diri, dan tidak mengulangi

tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat,

dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar

sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab (Pasal 2 Undang-Undang
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Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan). Yang dimaksud dengan

“agar menjadi manusia seutuhnya” adalah upaya untuk memulihkan

narapidana dan anak didik pemasyarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan

manusia dengan Tuhannya, manusia dengan pribadinya, manusia dengan

sesamanya, dan manusia dengan lingkungannya (Penjelasan Pasal 2 Undang-

Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan).

Fungsi Sistem Pemasyarakatan yaitu menyiapkan Warga Binaan

Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat,

sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan

bertanggungjawab (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang

Pemasyarakatan). Yang dimaksud dengan “berintegrasi secara sehat” adalah

pemulihan kesatuan hubungan Warga Binaan Pemasyarakatan dengan

masyarakat. Selain itu, dalam pasal 8 ayat (1) juga menyatakan bahwa

“Petugas pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang

melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan

warga binaan pemasyarakatan”.

G. Metode Peneletian

Untuk memudahkan membahas setiap permasalahan dalam

penulisan ini, maka perlu dilakukan penelitian. Dalam penelitian ini penulis

mengunakan metode sebagai berikut:
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1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul yang telah dibuat maka penelitian ini adalah

penelitian survey atau disebut juga dengan penelitian lapangan (field

research) yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A

Yogyakarta sehingga dapat menjawab setiap rumusan masalah.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif  analisis, yaitu penelitian yang

mendeskripsikan suatu data kemudian menganalisa data yang terkumpul

berdasarkan penemuan penelitian di lapangan.

3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah

pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yuridis yang mengkaji

konsep normatif atau peraturan perundang-undangan yang ada sedangkan

empiris yaitu mengkaji kenyataan yang ditemukan di lapangan  (Lapas

Klas II A Yogyakarta).

4. Sumber data

Guna memudahkan penelitian, maka diambil data dari sumber data primer

yaitu sumber data yang didapat langsung dari penelitian dengan cara

memakai seperti:
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a. Bahan data primer

Data primer dapat diperoleh langsung dari sumber data yang

pertama, yaitu warga binaan pemasyarakatan20 dan petugas yang ada

di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta.

b. Bahan data sekunder

Adapun data pendukung penilitian ini penulis ambil dari dokumen

tertulis sendiri seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan,

dan literatur-literatur terkait obyek penilitian yang penulis ambil.

c. Bahan data tersier

Sumber pendukung lainnya selain data primer dan sekunder tersebut

adalah berupa kamus hukum, internet, serta sumber data lainnya

yang diperoleh secara langsung dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Kuesioner dan Wawancara

Dengan membagikan kuesioner terhadap 10 (Sepuluh) persen dari

jumlah warga binaan pemasyarakatan. Sedangkan Metode

wawancara digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung

yang dimana sifat dari wawancara tersebut adalah terbuka, yaitu

responden diajukan pertanyaan-pertanyaan sedemikian rupa

sehingga tidak terbatas dalam memberikan keterangan.

20 Soejono Soekanto, Pengukuran Penelitian Hukum, (Jakarta:I Pers,2010), hlm 11.
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b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini diperoleh dengan cara membaca, mempelajari,

dan mengkaji buku-buku, perundang-undangan, atau data-data yang

berupa bahan pustaka.

6. Analisa Data

Metode analisa data didalam studi survey dilakukan dengan

caraan alisis kualitatif, yaitu suatu teknik analisa data dengan menafsirkan

data yang diperoleh sesuai dengan yang direncanakan dalam penelitian,

sehingga pada akhirnya akan memperoleh kesimpulan penelitian secara

deduktif yaitu menarik kesimpulandari hal yang bersifat umum menjadi

hal yang bersifat khusus.

H. Sistematika Pembahasan

Agar dalam penyususanan skripsi ini lebih sistematis dan terfokus

pada satu pemikiran, maka penulis sajikan dalam tiga bagian yaitu:

1. Bagian awal, mencakup halaman sampul depan, judul, pengesahan,

pernyataan, persetujuan pembimbing, pengesahan, motto, persembahan,

abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar lampiran.

2. Bagian inti

Bagian inti peneliti menyajikan dalam bentuk bab-bab, sub bab-sub bab.

Secara garis besar penyusunanya adalah sebagai berikut:

a. Bab I adalah pendahuluan. Pendahuluan bertujuan untuk

mengantarkan pada pembahasan skripsi secara keseluruhan.
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Bab I meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan

kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode

penilitian, dan sistematika pembahasan dalam penilitian.

b. Bab II tentang tinjauan umum  yang membahas teori terkait

pemidanaan, Lapas dan pemenuhan hak-hak narapidana yang

berdasarkan Asas Persamaan di Hadapan Hukum.

c. Bab III merupakan tinjaun umum tempat penelitian, yang meliputi

gambaran umum Lapas.

d. Bab IV, merupakan analisis hasil penelitian yang menjawab

rumusan permasalahan yang ada dalam penelitian ini yaitu

Pemenuhan Hak-hak Narapida Berdasarkan Asas Persamaan di

Hadapan Hukum Studi Kasus Lapas Klas II A Yogyakarta.

e. Bab V adalah  penutup, berupa kesimpulan dan saran. Kesimpulan

menerangkan jawaban atas rumusan masalah yang penyusun teliti,

sedangkan sana adalah berupa kritik atau komentar dan masukan

terhadap fakta yang di temui di lapangan.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir akan diisi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dalam bab terdahulu hasil penelitian dan

analisa dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penerapan asas persamaan di hadapan hukum dalam pemenuhan hak-hak

narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta

adalah Lapas tersebut menuju penerapan asas persamaan dihadapan

hukum (equality before the law). Maksud dari menuju  penerapan asas

tersebut yaitu Lapas berusaha adil antara warga binaan pemasyarakatan

satu dengan lainnya. Karena masih ada oknum-oknum atau petugas yang

bekerja tidak professional. Keprofesional tersebut dilihat dari sikap dan

kepribadian petugas tersebut. Contoh dari tidak profesionalnya petugas

dalam bekerja adalah adanya perlakuan yang berbeda yang dilakukan

petugas terhadap  antara warga binaan pemasyarakatan.

Asas Persamaan dihadapan hukum merupakan asas yang sangat penting

untuk diterapkan di pemasyarakatan. Berdasarakan penelitian yang

dilakukan masih banyak warga binaan pemasyarakatan yang tidak

mengetahui apa itu asaas persamaan di hadapan hukum. Dalam

pemenuhan hak-hak narapidana sesuai dengan UU No 12 Tahun 1995

tentang Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta

berusaha menerapkan asas persamaan di hadapan hukum tanpa membeda-

bedakan antara warga binaan pemasyarakatan tersebut. Dimana, pada
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tahap awal pembinaan yakni mapenaling warga binaan pemasyarakatan

diberitahu hak-hak apa saja yang diperoleh didalam Lapas. Meskipun

masih ada warga binaan pemasyarakatan di Lapas Klas II A Yogyakarta

yang merasakan adanya ketidak adilan atau tidak samanya perlakuan yang

mereka dapatkan antar warga binaan pemasyarakatan.

2. Hak-hak narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A

Yogykarta belum terpenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti

hak untuk mendapatkan asimilasi. Lapas Klas II A Yogyakarta hampir 3

(tiga) tahun terakhir tidak mengadakan kegiatan asimilasi dikarenakan ada

kekhawatiran warga binaan pemasyarakatan yang akan melarikan diri dari

Lapas tersebut. Ada 7 (tujuh) hak narapidana yang hampir tepenuhi.

Dikarenakan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta

menegaskan hak tersebut bisa saja tidak didapatkan oleh warga binaan

pemasyarakatan dimana hak akan diberikan apabila kewajiban yang ada di

Lapas telah di kerjakan.

B. Saran

1. Lembaga Pemasyarakatan harus memberikan hak-hak narapidana

berdasarkan UU No 12 Tahun 1995 tentan Pemasyarakatan

berdasarkan asas persamaan dihadapan hukum. Berikan perlakuan

yang sama terhadap warga binaan masyarakat tanpa melihat golongan

atau status dari warga binaan pemasyarakatan tersebut.

2. Lembaga untuk merubah diri dimana ketika warga binaan

pemasyarakatan keluar dan bebas dari hukuman yang dijalaninya
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menjadi pribadi yang berguna bagi masyarakat banyak tanpa adanya

perlakuan yang membuat warga binaan pemasyarakatan menjadi

ketakutan atau tertekan dengan perlakuan yang kurang baik oleh

petugas dan warga binaan pemasyarakatan itu sendiri.

3. Negara harus memberikan sanksi hukum yang tegas terhadap petugas

pemasyarakatan terhadap perlakuan diskriminasi atau perbedaan

perlakuan yang dilakukan petugas terhadap pembinaan warga binaan

pemasyarakatan.
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